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ABSTRAK

M. Riza. 2015. Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif
Atas Jenis PNBP Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah di
KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Skripsi Jurusan Syari’ah
Progam Studi Hukum Keluarga Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
(STAIN) Pekalongan. Pembimbing Dr. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015
tentang pemberlakuan biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan Karangdadap
Kabupaten Pekalongan, yang mana akan dilakukan dengan model studi lapangan.
Data-data yang peroleh dari lapangan akan penulis analisis dengan kritis dengan
pendekatan yang menurut penulis relevan. Walaupun penelitian ini termasuk
jenis studi lapangan, akan tetapi tidak menutup kemungkinan penulis juga
menggunakan data-data kepustakaan guna menambah ketajaman analisa.

Penelitian ini diharapkan mampu menguak dan menjelaskan secara utuh
pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 terkait biaya pencatatan nikah di lingkungan
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan. Hal ini penting untuk dilakukan
mengingat latar belakang munculnya PP No. 19 Tahun 2015 adalah isu gratifikasi
yang berkembang di dalam KUA. Sehingga dengan mengetahui pelaksanaan PP
No. 19 Tahun 2015 di Kecamatan Karangdadap tersebut, paling tidak dapat
terkuak fakta-fakta di lapangan terkait biaya pelaksanaan pencatatan pernikahan.

Setelah melakukan penelusuran dan penelitian terhadap data-data yang
penulis peroleh dari pejabat PPN, para pembantunya (P3NTR), maupun para
catin / pelaku pernikahan, didapatkan fakta bahwa pelaksanaan PP No. 19 tahun
2015 di Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, belum begitu
maksimal. Hal ini karena masyarakat belum begitu tahu persis terkait besaran
biaya pencatatan pernikahan yang di amanatkan dalam PP No. 19 tahun 2015
tersebut, ini menunjukkan kurangnya perhatian pihak-pihak terkait dalam
upayanya mensosialisasikan PP tersebut. Disamping itu, penulis Jjuga menemukan
adanya penggelembungan biaya pencatatan pernikahan di luar dari ketentuan
yang sudah diatur dalam PP No. 19 tahun 2015. Adapun pembengkakan biayanya
mencapai 41% sampai 100% dari biaya asli yang tertera dalam PP No. 19 tahun
2015. Pencatatan pernikahan di dalam Kantor Urusan Agama, dalam PP No. 19
tahun29015 dijelaskan bahwa biaya pencatatannya adalah Rp. 0.00, (nol rupiah)
namun fakta dilapangan biayanya mencapai maksimal Rp. 350.000. sedangkan
untuk pencatatan pernikahan di luar KUA, dalam PP No. 19 tahun 2015 di
jelaskan bahwa biaya pencatatannya hanya Rp. 600.000, namun fakta dilapangan
mencapai besaran maksimal sampai Rp. 850.000. Setelah penulis kaji, hal
tersebut terpengaruh oleh keterlibatan P3NTR yang hak dan wewenangnya tidak
di akomodir oleh peraturan pemerintah, sehingga para PPN pun ketika ditanya
tentang kedudukan dan hak-hak P3NTR, mereka terlihat tidak peduli, karena
mereka menganggap keterlibatan P3NTR di luar wewenang PPN, sehingga
kompensasi atas jasa mereka (P3NTR) dibebankan kepada para catin.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang No.l1 Tahun 1974 pasal 2 ayat (2) menyebutkan
bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan ya:r;g berlaku.'
Menurut ketentuan pasal 2 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” bahwa pencatatan
perkawinan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai’ Pencatat
Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama, sedangkan pencatatan perkawinan bagi
selain Islam dilakukan oleh Pencatat Perk-awinan pada Kantor Catatan Sipil.
Atas dasar peraturan itulah yang menjadi acuan dalam proses pencatatan
perkawinan bagi warga Negara Indonesia (WNI) yang beragama Islam
untuk menikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Masalah pencatatan perkawinan adalah menjadi  beban tugas
Direktorat Urusan Agama Islam, sesuai dengan Undang-undang No.
22/1946 jo Undang-undang Nomor 32/1954 jo Undang-undang Nomor
1/1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9/1995 dan Peraturan Menteri Agama
Nomor 3 Tahun 1975, maka Departemen Agama dalam hal ini kemudian
melaksanakan aturan tersebut yang mana otoritasnya dilimpahkan kepada

Kantor Urusan Agama Kecamatan. Adapun KUA Kecamatan tersebut

'Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974
*Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan




bo

melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pencatat perkawinan, atau pencatat
pernikahan.?

Di Indonesia, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut
hukum masing-masing agamanya dan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku, sebagaimana tertulis dalam UUP No. 1 tahun 1974
Pasal 2 ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hokum masing-
masing agamanya dan kepercayaannya itu

(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-
undangan yang berlaku.*

Dalam hal ini yang berhak melakukan pengawasan atas nikah hanya
pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang
ditunjuk olehnya. Sebagaimana tertera dalam UU No. 32 Pasal 1 ayat (2)
Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.’

Akad nikah dapat dilakukan di Balai Nikah atau masjid yang
ditentukan oleh Pegawai Nikah atau PANTR. Namun, atas permintaan yang
bersangkutan (mempelai), dan mendapat persetujuan Pegawai Pencatat
Nikah atau P3NTR, akad nikah dapat dilakukan di tempat lain di dalam
wilayahnya. Adapun ongkos jalan bagi pegawai pencatat nikah atau P3NTR
untuk menghadiri akad nikah di luar Balai Nikah dibebankan kepada orang

yang bersangkutan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor

Wilayah Kementerian Agama, atas usul Kepala Bidang Urusan Agama

*Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu analisis undang-undang No. |
tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 179.

*Arso Sostroatmodjo dan wasit Aulawi, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Jakarta :bulan
bintang, 1978), him.148.

*Ibid, him 148
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Islam dengan persetujuan Gubernur Kepala Daerah setempat.’ Pada
mulanya merujuk pada Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia
Tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk pasal 2 ayat (1) menjelaskan:
“biaya pencatatan NR pada KUA Kecamatan sebesar Rp 30.000,- (tiga
puluh ribu rupiah) per peristiwa, dan disetor seluruhnya ke kas Negara,
untuk Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Departemen Agama”.’

Peristiwa nikah yang dilangsungkan di luar jam kerja dan di luar
kantor merupakan salah satu kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi
tradisi, hal ini dipandang sebagai suatu hal yang umum bagi masyarakat,
yang mana kemudian mengharuskan masyarakat memberikan tanda
terimakasih atas jasa petugas PPN yang mau mencatat pernikahannya di lqar
jam kerja atau di luar kantor, tanda terimakasih itu biasanya diwujudkan
dalam bentuk makanan, barang atau uang.

Seiring maraknya isu pemberantasan tindak pidana korupsi oleh
pemerintah, maka muncullah sebuah isu di beberapa kota di Indonesia
tentang pemberian hadiah yang dilakukan oleh calon pengantin (Catin)
kepada petugas pe;r.lc‘é‘tat‘ perkawinan, hal tersebut kemudian dianggap dan
dinilai sebagai tindakan korup (gratifikasi).® Berdasarkan surat edaran dari
Kementerian Agama RI, mulai tanggal 10 juli 2014, tarif baru untuk biaya

nikah di luar Kantor Urusan Agama mulai diberlakukan, sesuai dengan

6Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, (Jakarta, PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 163.

7 Lihat Keputusan Menteri Agama Tentang Pengelolaan Biaya Nikah dan Rujuk pasal 2
ayat 1.

SAbdul Jamil Wahab, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama
(KUA). (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian
Agama RI, 2014), him. 8




Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 Tentang Tarif
Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen
Agama, yang kemudian diganti dengan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang
Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada
Kementerian Agama, PP No. 19 Tahun 2015 tersebut di undangkan pada
tanggal 6 April Tahun 2015 dan mulai berlaku 30 hari setelah di undangkan
yaitu pada tanggal 6 Mei Tahun 2015, di dalamnya mengatur ketentuan
mengenai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, bahwa biaya
nikah di luar Kantor Urusan Agama sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu
rupiah).’

Mengacu pada surat edaran dari KEMENAG RI yang mana di
dalamnya mengatur penerimaan dari KUA Kecamatan sebesar Rp.
600.000,- (enam ratus ribu rupiah), akan tetapi pada kenyataannya
berdasarkan survey awal yang dilakukan oleh penulis terhadap beberapa
masyarakat di wilayah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan
bahwa yang melakukan pencatatan nikah di luar KUA atau di luar jam kerja
secara umum rata-rata menghabiskan dana sekitar Rp. 800.000, sampai Rp.
850.000."° Dana tersebut khusus digunakan untuk mengurus biaya
pencatatan  pernikahan, hal ini kemudian memunculkan berbagai

permasalahan yang harus dipecahkan. Sebab, dalam PP tersebut kisaran

° Edaran KEMENAG RI

' Wawancara dengan Fitriana, Masfufah, Mafrudhoh, Nur Faizah di wilayah Kecamatan
Karangdadap.




biayanya adalah Rp. 600.000, namun faktanya di lapangan biayanya

melonjak lebih tinggi dari yang diamanatkan PP.

Berangkat dari perihal diatas, penulis tertarik untuk meneliti
permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian yang berjudul:

“PELAKSANAAN PP NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PNBP KEMENTERIAN AGAMA

RI  TERKAIT BIAYA PENCATATAN NIKAH DI KUA

KECAMATAN KARANGDADAP KABUPATEN PEKALONGAN”
Rumusan masalah

Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat
dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis
Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Agama RI Terkait Biaya
Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan?

2. Bagaimanakah implikasi penerapan PP Nomor 19 Tahun 2015 terhadap
praktek pernikahan di masyarakat Kecamatan Karangdadap Kabupaten

Pekalongan ?




Tujuan dan Kegunaan

Sebagaimana sebuah karya tulis ilmiah lainnya, didalamnya tentu
terdapat maksud, tujuan dan kegunaan penulisan, maka tujuan dari
penulisan ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana pelaksanaan PP Nomor 19 Tahun 2015 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Agama RI terkait biaya
Pencatatan Nikah Di KﬁA Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan.

2. Mengetahui beberapa implikasi atas penerapan PP Nomor 19 Tahun
2015 tersebut di masyarakét Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalrongan.

Adapun kegunaan dari skripsi ini adalah dapat memberikan kontribusi
keilmuan di bidang munakahat khususnya tentang prosedur serta
pelaksanaan pencatatan nikah di Indonesia dan tarif biaya pelaksanaan nikah
di dalam dan diluar Kantor Urusan Agama, untuk menambah pengetahuan
bagi penulis dan pembaca pada umumnya, serta untuk menjadi Prasyarat
dalam rangka menyelesaikan tugas akhir dan guna mendapat gelar sarjana

dalam Ilmu Syari’ah di STAIN Pekalongan.

Tinjauan Penelitian Relevan

Sebenarnya, penelitian terkait dengan biaya pencatatan perkawinan di
Indonesia masih jarang dilakukan. Salah satunya yang dilakukan oleh Imam
Zakiyudin NIM. 1110044100059, Iulusan UIN Syarif Hidayatullah tahun

2014 juga pernah meneliti tentang permasalahan tersebut, dengan skripsinya




yang berjudul “Faktor Penyebab Biaya Administrai Pencatatan Pernikahan
Menjadi Tinggi ( Studi kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan
Bumijawa Kabupaten Tegal 2009-2013)”."" 1a telah mampu menjelaskan
bahwa besaran biaya administrasi pencatatan pernikahan pada realitanya
tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan biaya administrasi
pencatatan pernikahan, yang mana hal tersebut dirasa terlalu mahal, hal ini
disebabkan karena kurar_lgnya sosialisasi terkait dengan biaya administrasi
pencatatan pernikahan, sehingga membebankan pada pelaku pernikahan.
Untuk mengatasi pembekakan biaya administrasi pencatatan pernikahan
perlu adanya kerjasama birokrasi KUA Kecamatan Bumijawa dengan
Kementerian Agama dalam mensosisaliasi kisaran biaya administrasi
pencatatan pernikahan yang ideal dan dapat dijangkau oleh masyarakat yang
kurang mampu.

Imam Zakiyudin terlihat mengajukan permasalahan yang hampir
mirip dengan yang penulis kemukakan. Akan tetapi skripsinya diatas
menjelaskan terkait besaran biaya pencatatan pernikahan  sebelum
ditetapkannya putusan PP Nomor 19 Tahun 2015 tentang PNBP
Kementerian Agama RI terkait perubahan biaya pencatatan nikah.

Dari tinjauan pustaka yang telah penulis kaji secara seksama, paling
tidak terdapat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang penulis
ajukan dalam judul. Yakni, walaupun berbicara tentang biaya pencatatan

perkawinan, namun data yang ingin penulis kaji jelas-jelas berbeda, data

" Imam Zakiyudin, “Faktor Penyebab Biaya Administrai Pencatatan Pernikahan Menjadi
Tinggi ( Studi kasus Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal 2009-
2013)”. (Jakarta: perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, 2014). http://repository.uinjkt.ac.id




tersebut penulis dapatkan dari KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan. Hal ini yang menjadikan penelitian ini berbeda dengan yang

lain, dan telah mampu untuk di uji orisinalitasnya.

E. Kerangka Teori

Biaya pencatatan nikah sesungguhnya telah diatur dalam PP Nomor
47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), dimana biaya pencatatan nikah hanya Sebesar Rp. 30.000. Dana
sebesar itu kemudian diserahkan ke Kas Negara dan menjadi PNBP. Bahkan
biaya pencatatan nikah sebesar Rp. 30.000. Itu bisa digratiskan, dengan
catatan terdapat surat keterangan miskin yang dikeluarkan dari pihak
Kecamatan. Namun angka ini bisa melonjak tajam, hingga mencapai Rp.
900.000. Karena beberapa oknum Penghulu meminta biaya tambahan
transportasi dan keperluan lain, terutama untuk kota-kota besar seperti
Jakarta. Alasannya jelas, karena peraturan mengharuskan pencatatan nikah
diadakan di Kantor KUA setempat, sehingga ketika seorang Penghulu harus
datang ke rumah atau ke resepsi pernikahan, memerlukan biaya transportasi.
Bahkan menurut catatan media, penyimpangan biaya nikah selama ini
mencapai Rp. 1,2 Trilyun. Dari fakta itulah kemudian memunculkan isu
gratifikasi yang berkembang di tubuh KUA. Dan ini lalu menyebabkan
peraturan perundang-undangan mengalami reformulasi sampai beberapa

kali."?

Abdul Jamil Wahab, Polemik Biaya Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama
(KUA).(Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama
RI, 2014), him. 3.




Pertama PP Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana biaya pencatatan nikah
hanya Sebesar Rp. 30.000,00. Kemudian diganti dengan PP Nomor 48
Tahun 2014 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP. Sebesar Rp.
600.000. Berarti selama kurun waktu sepuluh tahun telah terjadi pelonjakan
biaya yang cukup signifikan, yakni sebesar Rp. 570.000. Tidak sampai
disitu, pada awal tahun 2015, PP Nomor 48 Tahun 2014 ini tidak
diberlakukan karena diubah dengan PP baru, yakni PP Nomor 19 Tahun
2015, namun biayanya masih tetap.

Dalam PP No. 19 Tahun 2015 tentang PNBP tersebut menjelaskan
tentang perubahan biaya pencatatan nikah Rp. Q.OO, untuk yang melakukan
pencatatan nikah di dalam KUA, dan Rp. 600.000, untuk yang melakukan
pencatatan nikah diluar jam kerja KUA.'?

Aturan ini muncul sebenarnya secara tidak langsung terpengaruh
adanya isu gratifikasi. Oleh karena itu, perlu diketahui bagaimana
pelaksanaan PP No. 19 tahun 2015 terkait tarif biaya nikah khususnya di
KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan, serta bagaimana

implikasinya terhadap praktek pernikahan di Kecamatan Karangdadap.

" Lihat : PP No. 19 Tahun 2015 pasal 5 ayat 1 dan 2




10

F.  Metode Penelitian
1. Jenis penelitian
Jenis penelitian ini adalah Penelitian hukum empiris atau jenis
penelitian yang menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu
yang bermaksud mempelajari secara intensif tentang latar belakang
keadaan sekarang dan interaksi sosial, individu, kelompok, lembaga dan
masyarakat.'* Dalam penelitian ini yang menjadi fokus kajiannya adalah
bagaimana pelaksanaan PP No 19 Tahun 2015 Tentang PNBP
Kementerian Agama RI Terkait Biaya Pencatatan Nikah di KUA
Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
2. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitan yuridis
sosiologis. Yaitu suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi
sosial  tertentu yang berkaitan dengan Undang-undang  dengan
mendeskripsikan  kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata
berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang
diperoleh dari situasi yang alamiah.'> Dalam hal ini pelaksanaan PP No. 19
Tahun 2015 Tentang PNBP Kementrian Agama RI Terkait Biaya Nikah

di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan sebagai situasi

sosial.

“Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, Metodelogi Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2004), him. 5.

" Djam’an Satori dan Aan Komariah, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Bandung:
Alfabeta, 2011), him. 25.
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3. Sumber data
Berdasarkan jenis penelitian empiris, maka sumber data yang

digunakan antara lain adalah :

a) Sumber data primer
Sumber data pokok yang berkaitan langsung dengan pembahasan
yang dikaji. Seperti: hasil wawancara dengan pihak-pihak terkait
(Kepala KUA Kecamatan Karangdadap beserta jajarannya,
masyarakat, dan lain sebagainya)

b) Sumber data sekunder
Sumber data tambahan yang dapat memberikan penjelasan berkaitan
dengan pembahasan. Yakni berupa rancangan perundang-undangan,
hasil penelitian, buku-buku, jurnal ilmiah, dan berita internet.'®

¢) Sumber data Tersier atau bahan non-hukum
Sumber data penunjang dan tambahan yang memberikan penjelasan
terhadap sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data
tersier antara lain berupa ensiklopedi, kamus, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan data
Sebagai penelitian hukum empiris, maka teknik pengumpulan data
yang dilakukan adalah metode wawancara, yaitu suatu teknik
pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber

data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.'” Penulis melakukan

"Fajar Mukhti dan Achmad Yulianto.Dualisme Penelitian Hukum Normatif danEmpiris,
(Yogyakarta: PustakaPelajar, 2010), him. 157-158.

"Djam’an Satori, Aan Komariah, Metodelogi Penelitiun Kualitatif, (Bandung: Alfabeta,
2011), him. 130.




wawancara dengan Kepala KUA di Kecamatan Karangdadap dan
jajarannya, serta masyarakat untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan
PP No. 19 Tahun 2015 Tentang PNBP Kementerian Agama RI Terkait
Biaya Pencatatan Nikah diKUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten
Pekalongan, serta melakukan pengamatan langsung (observasi) di
wilayah Kecamatan Karangdadap Kabupaten Pekalongan.
5. Teknik Analisa data
Analisis adalah suatu upaya mengurai yang menjadi beberapa
bagian, sehingga menjadi sususan atau tatanan bentuk yang lebih jelas
makna dan lebih jernih duduk perkaranya.'® Agar menjadi sebuah
susunan yang sesuai dengan pembahasan, yang dilakukan dengan cara
memilah dan memilih data-data yang relevan, untuk kemudian dianalisa
sedemikian rupa agar menghasilkan kesimpulan atau Justifikasi yang
dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.
G. Sistematika Penulisan
Untuk menghasilkan pembahasan yang runtut dalam penulisan skripsi
ini dipaparkan sistematika penulisan sebagaiberikut:
Bab I, Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan
Masalah, Tujuan dan Kegunaan, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metode

Penelitian, Sistematika Penulisan.

"Suharsimi Arikunto, prosedur penelitian suatu pendekatan praktik. Edisi revisi ke 5
(Jakarta: Rineka cipta, 2002), him 97.




—
(9]

Bab II, Tinjauan Umum Tentang Pencatatan Perkawinan, yang
mana berisi tentang:

a. Pencatatan Perkawinan, meliputi: Definisi Pencatatan Perkawinan,
Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, Urgensi
Pencatatan Perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan Menurut Perundang-undangan, meliputi:
UU No. 22/1946, UU No. 1/1974 dan KHI.

¢. Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan, meliputi: Prosedur Pencatatan
Pernikahan dan Biaya Pencatatan Pernikahan.

Bab III, Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Keec.

Karangdadap Kab. Pekalongan yang mana berisi tentang:

a. Letak Geografis Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan, meliputi:
Populasi Penduduk, Perekonomian dan f(ebudayaan Masyarakat,
Kondisi Sosial Keagamaan
b. Profil Kantor Urusan Agama Kec. Karangdadap meliputi:
Profil Kantor Urusan Agama Kec. Karangdadap, yang terdiri dari:
Sejarah KUA Kec. Karangdadap, Struktur Organisasi KUA Kec.
Karangdadap, Tugas dan Wewenang KUA Kec. Karangdadap,
Data Statistik Pernikahan Tahun 2015
Bab IV, Analisis Pelaksanaan PP No. 19 Tahun 2015 Tentang
Jenis Dan Tarif Atas Jenis PNBP Kementerian Agama Terkait Biaya
Pencatatan Nikah Di KUA Kecamatan Karangdadap Kabupaten

Pekalongan, meliputi : Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di KUA Kec.
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Karangdadap Pasca Pemberlakuan PP No. 19 Tahun 2015, Analisis
Penetapan Biaya Pencatatan Pernikahan di KUA Kec. Karangdadap

Bab V, Penutup, meliputi: Kesimpulan, Saran dan Penutup.
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BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1.

Dari sisi positifitas hukum sebenarnya Pelaksanaan PP No. 19 Tahun
2015 di KUA Kec. Karangdadap sudah sesuai, karena yang dipakai
dalam penetapan biaya dan tarif pencatatan pernikahan adalah PP
tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya KUA Kecamatan
Karangdadap terlihat belum mensosialisasikannya dengan baik kepada
seluruh lapisan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang tidak
tahu tentang besaran biaya pencatatan pernikahan yang ada dalam PP
No. 19 Tahun 2015. Disamping itu, fakta di lapangan menunjukkan
masih adanya pembengkakan biaya di luar dari besaran biaya yang
ditetapkan oleh pemerintah, sehingga menyebabkan terjadinya
pembengkakan biaya yang lumayan besar. Setelah penulis teliti,
pembengkakan tersebut muncul karena adanya keterlibatan para
Modin (Kaur Kesra) dalam proses pencatatan pernikahan. Kisaran
maksimal pembengkakan tersebut adalah Rp. 850.000), bagi pernikahan
di luar kantor dan Rp. 350.000, bagi pernikahan yang dilakukan di
dalam kantor. Jika dibandingkan, maka biaya pencatatan pernikahan di
Kecamatan Karangdadap lebih mahal untuk yang dilaksanakan di
dalam kantor, karena presentase pembengkakannya bisa mencapai

100%, sedangkan yang di luar kantor hanya 41%.
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2. Implikasi yang paling menonjol pasca pemberlakuan PP No. 19 Tahun
2015 adalah jumlah pencatatan pernikahan yang dilakukan di dalam
Kantor Urusan Agama Kecamatan Karangdadap mengalami
peningkatan sebesar 40%. Hal tersebut menunjukkan bahwa besaran
biaya sebagaimana yang diamanatkan oleh PP No. 19 Tahun 2015
telah mempengaruhi pola pencatatan pernikahan di lingkungan
_rnasyarakat Kecamatan Karangdadap. Yang mana sebelumnya banyak
yang melakukan pencatatan prernikahan di luar kantor, namun pasca
pemberlakuan tarif baru sebagaimana yang diatur dalam PP No. 19
Tahun 2015 tersebut, intensitas pencatatan pernikahan yang dilakukan

di dalam kantor meningkat sampai 40%.

B. Saran-saran
1. Sebagai mana telah penulis jelaskan, di Kecamatan Karangdadap,
biaya pencatatan pernikahan mengalami pelonjakan tarif dan mencapai
angka 41% sampai 100%. Setelah penulis kaji lebih jauh, hal tersebut
murni dipengaruhi oleh keterlibatan para Modin dalam pencatatan
pernikahan, yang mana pembayaran atas jasa para Modin inilah yang
menyebabkan biayanya membengkak jauh dari yang tertera dalam PP.
Sehingga dalam kesempatan ini penulis menyarankan kepada pihak-
pihak terkait untuk mempertegas dan memperjelas kedudukan para
Modin sebagai P3NTR. Jika memang para Modin itu adalah pembantu
PPNTR, maka seharusnya kompensasinya adalah merupakan tanggung

jawab PPNTR, bukan dibebankan kepada para Catin.
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2. Penulis menghimbau bagi siapa saja yang ingin melakukan
pernikahan, seyogyanya ia memberitahukan sendiri kehendak
pencatatan pernikahannya kepada PPNTR terkait. Apabila kehendak
pencatatan pernikahannya diwakilkan oleh para Modin, dari sinilah
akan sangat rawan terjadi adanya praktek-praktek penggelembungan
biaya tarif pencatatan nikah baik yang akan melangsungkan pencatatan
pernikahan di dalam Kantor ataupun di luar Kantor, maka biaya yang
dikeluarkan Catin akan lebih di luar ketentuan yang sudah di atur oleh

undang-undang.

C. Penutup

Demikianlah apa yang dapat penulis sajikan. Apa yang
disampaikan dalam penelitian ini bukanlah sesuatu yang bersifat final,
maka sangat mungkin sekali bagi siapa pun untuk melakukan kritik dan
tanggapan-tanggapan positifnya terhadap wacana yang penulis usung.
Harapannya, apa yang penulis lakukan ini dapat memberikan konstribusi
teoritis — bagi pengembangan keilmuan — dan praktis — bagi

pengembangan pelayanan publik di tubuh Kantor Urusan Agama.
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